4.1.

4.2.

BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah penelitian dan analisa di atas, maka dapat
ditarik kesimpulannya bahwa satus hukum putusan praperadilan dalam perkara
nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi
No. 102 tahun 2015 tentang Pasal 82 ayat 1 huruf d, sehingga tidak mempunya
kekuataan mengikat.

Saran

Penulis menyarankan kepada hakim seluruh Indonesia agar mengikuti
perkembangan dunia hukum di Indonesia, misalnya membaca putusan Mahkamah
Konstitusi agar secara vertikal dan horizontal tidak melahirkan sebuah putusan yang
cacat secara hukum karena saling bertentang.

Dalam dunia praperadilan hari ini di Indonesia, sudah diatur mengenai kapan
suatu perkara praperadilan dinyatakan gugur. Namun belum diatur tentang
menghentikan sementara proses pemeriksaan pokok perkara, apabila ada tersangka
yang mengajukan praperadilan atas statsunya. Sebenarnya perlu diatur agar tidak
melahirkan kompetisi bagi penegak hukum untuk berlomba dalam melimpahkan
perkara ke pengadilan agar diperiksa, sehingga menggugurkan praperadilan yang
sedang berlansung. Kondisi seperti ini akan melahirkan ketidakcermatan dalam
mengadili suatu perkara dan berakibat pada lahirnya ketidakadilan. Menurut penulis,

persoalan ini bisa diteliti lebih lanjut oleh peniliti-peneliti yang akan datang
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